57

BAB 1V

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRINSIP PENYALURAN
DANA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD AL-QARD WA AL-
IJARAH DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI YANG
DUJALANKAN PT BANK SYARIAH DI GRESIK

A. Analisis Produk Talangan Haji dengan Akad Al-Qard
Talangan Haji merupakan produk bank syari’ah yang bermanfaat
memberikan kemudahan kepada nasabah bank dalam hal ini membantu nasabah bank
syariah dalam menunaikan ibadah haji dengan menggunakan akad a/-Qard wa al-
Jjaral . Yang mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah talangan haji yang
membutuhkan dana talangan dengan menggunakan akad qard, dengan ketentuan
nasabah akan mengembalikan sebesar pokok pinjaman saja. Praktik al-Qard di Bank
Syariah Gresik juga diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer
19/DSN-MUI/IV/2001 menetapkan ketentuan tentang a/-Qard adalah sebagai
berikut: |
1) Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mugtarid) yang
memerlukan.
2) Nasabah a/-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu
yang telah discpakati bersama.

3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
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4) Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana
dipandang perlu.

5) Nasabah a/-Qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela
kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.'

Dari praktek perjanjian pada produk talangan haji yang dijalankan oleh Bank
Syariah dan nasabah sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji
diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan
haji. Digunakan modal bank yang bersumber dari zakat, infak, sedekah. Dalam hal
ini Bank Syariah memberikan dana talangan sampai 80% atau 22.500.000. Nasabah
talangan haji membayar atau mengangsur sebesar pokok pinjaman ditambah biaya
ujroh yang harus dibayar setiap tahunnya.

Jangka waktu yang ditentukan Bank Syariah yaitu maksimal 3 (tiga) tahun
dengan ketentuan pembayaran yang fleksibel (angsuran tidak harus dibayar tiap
bulan) artinya nasabah talangan haji dapat membayar anggsuran tersebut pada akhir
periode yang telah diperjanjikan.

Setiap pembayaran akan diperhitungkan sebagai angsuran/pelunasan atas
pokok pinjaman. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan
sukarela kepada pihak Bank Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Dari praktek di atas, bahwasannya bank memberikan pinjaman kepada

nasabah yang memerlukan dan pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan atau

! Yeni salma barlinti, Kedudukan fatwa dewan syariah nasional, (Badan Litbang dan Diklat
Kementrian Agama RI), 267.
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manfaat berupa apapun kepada nasabah dalam menggunakan akad gard (utang
piutang). Dalam hal ini praktek yang dijalankan oleh Bank Syariah sudah sesuai
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer 19/DSN-MUI/IV/2001 menetapkan
ketentuan tentang a/-Qard dan juga sesuai dengan definisi a/-Qard yakni a/-Qard
adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan
gantinya di kemudian hari. Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, a/-
Qard  adalah penyediaan dana atau tagihan antara LKS (Lembaga Keuangan
Syariah) dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Di dalam menggunakan akad a/-Qard bank syariah gresik dalam prakteknya,
juga tidak melanggar dan sudah sesuai hukum islam dalam rukun dan syaratnya. Dasar

al-Qur’an yang dipakai adalah surat Al-Hadid ayat 11 :

,

OV S BT S Geb o GE A o sl 6 s
Artianya :
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik; Allah akan

melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala
yang banyak™(QS. Al-Hadid : 11).2

B. Analisis Produk Talangan Haji dengan Akad A/-Ijarah
Di Bank Syariah Gresik mengenai mekanisme produk talangan haji, selain

menggunakan akad a/-Qard terhadap pemberian pinjaman talangan haji tersebut,

2 Departeman agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 902.
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Bank Syariah Gresik juga menggunakan akad al-fjarah . Di mana dari pemberian
dana talangan haji, nasabah diwajibkan membayar ujrah atau fee yang besarnya tidak
boleh berdasarkan dengan besarnya pemberian dana talangan.

Sistem produk talangan haji ini diambil dari dua akad yakni a/-Qard (utang)
dan al-fjarah (sewa-menyewa). Dalam hal ini dasar hukumnya akad al-Qard wa al-
Jjarah adalah Fatwa MUI No 29/DSN-MUV 1V/2002 Tentang pembiayaan
pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut : dalam
pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh
imbalan jasa (ujrakh), jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh LKS tidak boleh
dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besarnya imbalan ijarah (ujralvtee)
tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan a/-Qard yang diberikan LKS kepada
nasabah.’

Dalam meckanismenya, akad al-Jjarah dalam Bank Syariah di Gresik, yaitu
Bank memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT dan pelunasan kepada
BPIH untuk atau atas nama nasabah, oleh karenanya nasabah membayar wujrah
kepada bank sebesar Rp. 2.200.000,- untuk tahun pertama, dan untuk tahun kedua
dan ketiga masing-masing Rp. 1.700.000,-.

Kemudian nasabah berjanji untuk mengikat diri untuk membayar wjrah

kepada Bank dengan cara membayar seketika dan sekaligus pada saat akad ditanda

tangani.

3 Majlis Ulama Indonesia, Himpunan fatwa Dewan Syarialh Nasional, MUI Jilid 1 edisi revisi,
(Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), 176.
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Dalam hal talangan haji, pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di
Bank, maka dengan ini nasabah memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali
kepada Bank, untuk mendebet rekening nasabah guna membayar fee/ujral nasabah.

Dari pemaparan di atas bahwa Bank Syariah memberikan jasa pelayanan
kepada nasabah dalam pengurusan talangan haji yang kemudian pihak Bank Syariah
membebankan pada nasabah untuk membayar ujrah. Dalam hal ini Bank Syariah
Gresik dan nasabah melakukan perjanjian, bahwasanya nasabah berjanji untuk
membayar ujrah kepada bank pada waktu akad ditanda tangani dan nasabah
memberi kuasa kepada pihak bank yang tidak dapat ditarik kembali kepada bank
untuk mendebet rekening nasabah guna membayar fee/ujrah nasabah.

Dari pemaparan di atas bahwasannya Bank Syariah Gresik dalam
menggunakan akad al-jarah tidak melanggar dan sudah sesuai dengan hukum islam

yaitu Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri,
Nabi s.a.w. bersabda:

2.0 7 20 o}: oy !ro
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Artinya :
Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaknya ia memberitahukan
kadar upahnya kepada pekerja tersebut. HR. Abd.al-Razzaq.

* Hendi Sulendi, figih muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 117
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Dari hadits ini jelas oleh kita bahwa ujrah/imbalan/upah adalah hal yang
wajib dipenuhi.

Bank Syariah Gresik juga menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional,
Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan a/-fjarah sebagai dasar dalam

melakukan akad a/-fjaral: .



